
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada akhir itahun 2019, idunia dikejutkan idengan permasalahan 

ikesehatan yang idiakibatkan oleh ivirus yang imenyerang sistem ipernafasan 

manusia iyakni covid-19. iKasus virus icorona ini iatau covid-19 ipertama kali 

diinformasikan oleh iibadan kesehatan iidunia (WHO) iipada akhir itahun 2019 

yang menyebutkan ibahwa adanya ikasus klutser ipneumonia dengan ietologi 

yang itidak jelas idi kota iwuhan, provinsi iHubei, China. iKasus ini iterus 

berkembang ihingga mengakibatkan iadanya laporan ikematian. Dan itepat pada 

iawal tahun i2020 juga iWHO menetapkan ivirus corona i(covid-19) sebagai 

ipandemi 

Secara ilmiah Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang 

disebabkan oleh SARS Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) atau yang lebih dikenal 

dengan virus Corona, pada mulanya  muncul di Wuhan, Hubei, Cina pada Tahun 

2019. (Masrul : 2020: 12). 

Dalam kasus ipenyebaranya covid-19 itidak hanya imenyerang sektor 

ikesehatan dunia isaja, melainkan ijuga pada isektor sosial iekonomi masyarakat 

idunia juga. iDalam kasus ipermasalahan sosial iekonomi di iIndonesia, kasus 

ivirus covid-19 ipun menekan isistem perekonomian idari berbagai isudut. Tidak 

iterkecuali sistem iperekonomian yang iada di idesa, hingga isampai dengan isaat 

ini iIndonesia masih imerasakan kesenjagan isosial yang idiakibatkan oleh ivirus 

covid-19 iini. 



Keterkejutan dan ikehebohan covid-19 itidak semata-mata ikarena 

penyebarannya iyang sangat imasif atau ikarena karakteristiknya iyang 

membunuh, idan jumlah ikematian yang isangat besar idalam waktu iyang relative 

isingkat. Yang imenjadi penting idari keterkejutan itersebut disebabkan ikarena 

ketidaksiapan ipemerintah dalam imenghadapi pandemi icovid-19 ini, 

Dalam hal penangan dampak sosial yang diakibatkan oleh pandemi covid-

19 tersebut maka pemerintah merancang sebuah kebijakan dalam rangka menekan 

efek dari penyebaran virus ini, yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) 

dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang. 

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat yang ada dibawah garis 

kemiskinan pemerintah merancang perluasan jaring pengaman sosial (JPS) 

termasuk yang tertuang dalam peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan 

Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa). 

Lebih lanjut lagi pemerintah dalam rangka melancarkan penyaluran BLT-

Dana Desa tersebut berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah 



Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan 

COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana 

Desa. (dalam sanusi anwar, 2020: 2)  

Dengan di terbitkannya baik peraturan perundang-ungan maupun kebijkan 

lain yang diterbitkan oleh kementrian pedesaan dalam hal ini untuk mengatasi 

masalah yang diakibatkan oleh covid-19 yang terjadi di peedesaan maka perlu 

adanya kesiapsiagaan baik dalam proses pendataan maupun proses penyaluran 

bantuan langsung tunai (BLT) tersebut. Agar tidak akan terjadi suatu permasalahn 

nantianya dikemudian hari. 

Keterlibatan pemerintah dalam hal penaganan pandemi covid-19 dalam hal 

penaganan menaggapi dinamika perubahan sosial masyarakat sebenarnya sudah 

sangat optimal jika dilihat dari sudut pandang penerbitan peraturan maupun 

kebijakan. Namun hal ini bukan menjadi salah satu tolak ukur suatu keberhasilan 

pemerintah dalam menangani perubahan sosial masyarakat yang diakibatkan oleh 

pandemi covid-19 ini. akan tetapi realita kehidupan masyarakat yang akan 

membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dalam menagani pandemi covid-19 ini 

berhasil atau tidak. Didalam penyaluran bantuan langsung tunai ini banyak 

masyarakat yang mempertentangkan atas nama-nama yang terdaftar sebagai 

penerima, hal ini disebabkan kerena masyarakat mengaggap banyak dari nama-

nama tersebut tidak layak untuk mendapatkan bantuan langsung tunai tersebut. 



Sehingga banyak dari masyarakat yang memprotes atas kebijakan pemerintah desa 

tersebut. 

Jika dianalisis dari beberapa faktor penyebab pertentangan antara 

masyarakat yang ada di desa dunggala ini tidak ilain dan itidak bukan iadalah 

proses ipenyaluran dari bantuan langsung tunai yang dialokasikan melalui dana 

desa tersebut, banyak kemudian masyarakat yang menilai bahwa proses 

penyaluran dari BLT dana desa tersebut tidak trasnparan dan akuntabel 

Berangkat dari ihal tersebut, imaka perlu idi telusuri imelalui suatu 

ipenelitian ilmiah, ioleh karena iitu penulis iberkeinginan untuk imelakukan 

penelitian idengan formulasi ijudul “Transparansi ipenyaluran BLT idana desa 

ipada masa ipandemic covid-19” i(studi kasus idi Desa iDunggala, Kecamatan 

iBatudaa, Kabupaten iGorontalo) 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dengan irangkaian dari ilatar belakang ipermasalahan di iatas, 

maka ipenulis dapat imerumuskan beberapa imasalah di ibawah ini ianatara lain 

isebagai berikut: 

1. Bagaimana itransparansi pemerintah idesa dalam ipenyaluran BLT idana 

desa ipada masa ipandemic covid-19 idi Desa iDunggala, Kecamatan 

iBatudaa, Kabupaten iGorontalo? 

2. Apa saja ifaktor penghambat ipemerintahan Desa idalam upaya 

itaranparansi penyaluran ibantuan langsung itunai dan idesa (BLT-DD) iDi 

Desa iDunggala? 



1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang imenjadi tujuan idari penelitian iini adalah isebagai berikut: 

1. Untuk imengetahui dan imenganalisis bagaimana itransparansi 

pemerintahan idesa dalam ipenyaluran BLT idana desa ipada masa 

ipandemic covid-19 i di idesa Dunggala, ikecamatan Batudaa, iKabupaten 

Gorontalo. 

2. Untuk imengetahuai apa isaja yang imenjadi kendala ipemerintah desa 

idalam upaya itransparansi penyaluran ibantuan langsung itunai dana idesa 

di idesa Dunggala. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat idari penelitian iini adalah isebagai berikut: 

1. Untuk imenambah pengalaman ipenulis dalam imengembangkan sikap 

iilmiah terhadap imasyarakat. 

2. Bagi penulis ikhusunya, untuk imenghayati dan imemahami persoalan 

idinamika isosial yang itimbul di imasyarakat desa iditengah pandemi 

icovid-19, dan isemoga dapat imemberikan sumbangsi ipemikiran, guna 

imengatasi berbagai imasalah yang itimbul dikalangan imasyrakat. 

3. Hasil penelitian iini diharapkan idapat membawa iwawasan, pengetahuan 

ibagi para ipembaca dan imahasiswa tentang idinamika kehidupan isosial 

masyarakat idesa ditengah ipandemi covid-19. 

 


